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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana penentuan kepala negara, 

kepala daerah hingga penentuan kepala desa ditentukan oleh rakyat dengan cara 

melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sebuah sarana pelaksanaan 

dari salah satu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur serta adil di Indonesia. Menurut Harris G. Warren 

mengemukakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih 

pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk 

mereka.1  

Indonesia sebagai negara yang memiliki suku yang beragam, terdapat 

beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda di Indonesia, salah satunya adalah 

pemilihan umum dengan sitem noken. Noken merupakan suatu budaya lokal 

dalam pemilihan yang tidak dilakukan melalui bilik suara secara langsung oleh 

para pemilih, akan tetapi hak suara diwakilkan kepada kapala suku dengan hasil 

suara yang dimasukkan ke dalam tas khusus yang dimiliki oleh orang Papua yang 

disebut noken.2 Sitem noken ini merupakan sistem pemilihan yang bertumpu pada 

kepala suku atau segala keputusan ada pada kepala suku, dimana hal tersebut 

dilakukan sebagai bentuk ketaatan masyarakat terhadap kepala suku. 

 
1 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia, (Bandung: Fokusmedia, 

2018), hlm. 83 
2 Achbar Madya Persada, dkk, Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua 

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018), IDJ, Volume 01, Issue 2 

(2021), hlm. 57 
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Sistem Noken adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya 

menggunakan Noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan 

sebagai pengganti kotak suara, Sistem Noken bertumpu pada  “Big Man”  atau 

kepala suku, seorang big man tidak hanya sekedar sebagai pemimpin politik yang 

menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin 

ekonomi, sosial, budaya, kekuasaanyapun bukan diperoleh dari keturunan, tetapi 

karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegan terkadang 

ditakuti.3 Sistem noken dalam pemilihan umum diartikan sebagai suatu tata cara 

pemungutan serta penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang memakai 

tas khas dari Papua yang disebut dengan noken sebagai tempat suara.4 Sistem 

noken ini merupakan sistem yang berbeda dengan sistem pemilihan umum yang 

biasa digunakan di Indonesia. Sistem pemilihan umum di Indonesia dilakukan 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hal tersebut 

terdapat pada Pasal 22E (ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pada kenyataannya asas-asas tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam sistem 

noken di Papua, yang mana sistem noken yang merupakan sistem pemilihan 

umum atau kepala daerah oleh masyarakat Papua dengan mekanisme adat. 

Terdapat beberapa daerah di Papua yang menggunakan sistem noken dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pada tahun 

2029 terdapat pelaksanaan pemilihan umum di Papua, Komisi Pemilihan Umum 

 
3 Achbar Madya Persada, dkk, Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua 

(Studi  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018), IDJ, Volume 01, Issue 2 

(2021), hlm. 58 
4 Nelwan Ronsumbre, Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan 

Lokal, Jurnal Sosial Politik, Vol 5 No 2 (2019), hlm. 261 
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menetapkan dalam pemilihan umum 2019 bahwa sistem noken akan diterapkan 

pada 12 kabupaten di Papua, yang diantaranya yaitu Kabupaten Tolikara, Puncak 

Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lana Jaya, Yahukimo, 

Membramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai.5 

Adanya pemilihan yang menggunakan sistem noken pada pemilihan umum 

2019 di Papua, tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di Pemilu 2024 di 

Provinsi Papua. Menurut Ronald Manoach yang merupakan anggota Komisioner 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua menyebutkan “ada dua kabupaten yang 

pakai noken, Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Kabupaten Yalimo menyatakan 

diri sudah tidak menggunakan noken, tapi faktanya mereka noken juga”. 

Penggunaan sistem noken pada penyelenggaraan pemilihan umum diakuinya 

rawan untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, hal itu juga tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama pada Pemilu 2024 di Provinsi 

Papua.6 

Jika melihat pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis”.7 Pasal 18 ayat (4) tesebut dapat disimpulkan bahwa 

setiap pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan dipilih secara langsung 

oleh setiap warga negara atau berasaskan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

 
5 Dikuti dari : Daerah-daerah di Papua yang Memakai Sistem Noken pada Pemilu 2019 

(kompas.com) pada tanggal 27 Juni 2022 
6 Dikutip dari : Masih Ada Sistem Noken di Pilkada 2020, Ini Antisipasi Bawaslu Papua 

(kompas.com) pada tanggal 27 Juni 2022 
7 Lihat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

https://regional.kompas.com/read/2019/04/15/20324411/daerah-daerah-di-papua-yang-memakai-sistem-noken-pada-pemilu-2019
https://regional.kompas.com/read/2019/04/15/20324411/daerah-daerah-di-papua-yang-memakai-sistem-noken-pada-pemilu-2019
https://regional.kompas.com/read/2020/01/22/16192501/masih-ada-sistem-noken-di-pilkada-2020-ini-antisipasi-bawaslu-papua
https://regional.kompas.com/read/2020/01/22/16192501/masih-ada-sistem-noken-di-pilkada-2020-ini-antisipasi-bawaslu-papua
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-undang pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut 

menjelaskan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara 

langsung dan demokratis, atau dilaksanakan berdasarkan asas luas, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua, mengenai tata cara pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan 

Perwakilan Kabupaten/Kota dan Gubernur atau Kepala Daerah itu telah diatur dan 

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.8 Terkait sistem 

noken tidak terdapat penjelasan ataupun tidak diatur dalam Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2021, artinya bahwa pada dasarnya tata cara pemilihan kepala 

daerah di Papua mengikuti tata cara pemilihan sesuai dengan yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Pada dasarnya dalam Undang-undang Dasar, Undang-undang Pemilihan 

Kepala daerah dan Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara 

langsung oleh rakyat dan demokratis. Jadi, dengan demikian bahwa pelaksanaan 

pemilihan yang menggunakan sistem noken di Papua tersebut berbanding terbalik 

dengan apa yang diatur oleh undang-undang, yang mana sistem noken ini hak 

 
8 Lihat Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undag-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
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pilih dari masyarakat di daerah yang menerapkan sistem noken tersebut 

dilimpahkan kepada kepala suku sebagai bentuk ketaatannya kepada pemimpin. 

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tentang 

hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 

2018 menunjukkan status hukum dari sistem noken pada pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Deiya tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum. 

Hal ini dianggap karena pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat berdasarkan asas-asas pemilihan umum.9 

Disisi lain, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU-A-

VILIL/2009 status hukum daril silstelm nokeln dil Papua tellah dilakuil selbagail salah satu 

silstelm pelmillilhan. Dasar hukum yang dilgunakan dalam Putusan Mahkamah 

Konstiltusil Nomor 47-48/PHPU-A-VILIL/2009 telrselbut yailtu Pasal 18B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945. Pada Pasal 18B 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945 diljellaskan bahwa 

(1) Nelgara melngakuil dan melnghormatil satuan-satuan pelmelrilntahan daelrah yang 

belrsilfat khusus atau belrsilfat ilstilmelwa yang dilatur delngan undang undang. (2) 

Nelgara melngakuil dan melnghormatil kelsatuan kelsatuan masyarakat hukum adat 

belselrta hak-hak tradilsilonalnya selpanjang masilh hildup dan selsuail delngan 

pelrkelmbangan masyarakat dan prilnsilp Nelgara Kelsatuan Relpublilk ILndonelsila, yang 

dilatur dalam undang-undang.10 

 
9 Achbar Madya Persada, dkk, Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua 

(Studi  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018), IDJ, Volume 01, Issue 2 

(2021), hlm. 59 
10 ILbi ld, hlm 59-60 
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Pelrtilmbangan Mahkamah Konstiltusil melngelnail hal telrselbut Mahkamah 

Konstiltusil melnyatakan melnghargail budaya yang hildup dilmasyarakat Papua yang 

khas dalam melnyellelnggarakan pelmillilhan umum delngan cara kelselpakatan warga 

atau delngan silstelm nokeln. Silstelm nokeln ilnil masilh dapat dilbelnarkan, akan teltapil 

hanya belrlaku dil telmpat dan waktu telrtelntu saja, artilnya bahwa suatu kelbudayaan 

atau budaya lokal seltilap daelrah yang ada dil ILndonelsila iltu dilhormatil atau tildak 

masalah jilka dillakukan olelh daelrah telrtelntu yang melmillilkil budaya lokal.11 

Dil Ilndonelsila juga telrdapat pelmbagilan daelrah belrdasarkan Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945, dilmana seltilap 

daelrah melmillilkil kelwelnangan untuk melngurus rumah tangganya selndilril atau yang 

bilasa kilta kelnal delngan otonomil daelrah. Otonomil daelrah melrupakan elselnsil 

pelmelrilntahan delngan silstelm delselntralilsasil. Otonomil daelrah melnurut Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melnjellaskan pelngelrtilan 

“otonomil daelrah adalah hak, welwelnang, dan kelwajilban daelrah otonom untuk 

melngatur dan melngurus selndilril urusan pelmelrilntahan dan kelpelntilngan masyarakat 

seltelmpat dalam silstelm nelgara kelsatuan relpublilk ILndonelsila.”12  

Walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstiltusil yang melnyatakan bahwa 

silstelm nokeln ilnil dilakuil dan suatu daelrah melmillilkil kelwelnangan selndilril untuk 

melngurus daelrahnya selndilril (melnelntukan silstelm pelmillilhan kelpala daelrah), 

namun hal ilnil masilh melnjadil problelmatilka karelna silstelm nokeln masilh bellum 

 
11 ILbi ld, hlm. 60 
12 Sril Kusri lyah, Poliltilk Hukum De lselntralilsasil dan Otonomil Daelrah Dalam Pelrspelktilf 

Nelgara Kelsatuan Relpubli lk ILndonelsila, (Selmarang: UNILSSULA PRELSS, 2019), hlm 28 
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melmelnuhil asas-asas pelmillilhan umum yang ada.13 Selhilngga melngelnail silstelm  

pelmillilhan kelpala daelrah yang melnggunakan silstelm nokeln ilnil harus dilkajil daril 

selgil poliltilk hukum. 

Poliltilk hukum melrupakan kelbiljakan yang palilng melndasar dalam 

melneltukan arah maupun melnyellelnggarakan hukum untuk melncapail tujuan daril 

nelgara. Poliltilk hukum melnurut Mahfud MD, poliltilk hukum adalah lelgal polilcy 

atau garils kelbiljakan relsmil dan sah telntang hukum yang akan dilbelrlakukan bailk 

delngan pelmbuatan hukum baru maupun delngan pelnggantilan hukum lama dalam 

rangka melncapail tujuan nelgara.14  

Selmelntara iltu, Soeldarto belrpelndapat bahwa “poliltilk hukum adalah 

kelbiljakan daril nelgara mellaluil badan-badan nelgara yang belrwelnang untuk 

melneltapkan pelraturan-pelraturan yang dilkelhelndakil, yang dilpelrkilrakan akan 

dilgunaan untuk melngelksprelsilkan apa yang telrkandung dalam masyarakat dan 

untuk melncapail apa yang dilcilta-ciltakan.15 Adanya suatu silstelm pelmillilhan yang 

melnggunakan cara keldaelrahan (adat) dil daelrah Papua yailtu silstelm nokeln yang 

dilrasa belrbelda delngan silstelm pelmillilhan umum pada umumnya, jadil poliltilk 

hukumnya atau dasar-dasar yang melnjadilkan silstelm nokeln dil Papua telrselbut 

dapat diltelrapkan dil ILndonelsila pelrlu dilkeltahuil. 

Belrdasarkan pelrmasalahan dilatas, maka pelnulils belrmaksud untuk melngkaji l 

selrta melnganalilsils hal yang belrkailtan delngan “POLITIK HUKUM 

 
13 Wi lwi lt Pratilwil, dkk, Si lstelm Nokeln Belrbasils Hukum Progrelsi lf dalam Bi lngkai l Delmokrasil 

di l ILndonelsila, Unilvelrsilty of Belngkulu Law Journal, Volumel 5 Numbelr 1, Aprill 2020, hlm. 65 
14 Danggur Konradus, Poli lti lk Hukum Belrdasarkan Konstiltusil, Masalah - Masalah Hukum, 

Ji llild 45 No. 3, Julil 2016, hlm. 201 
15 ILsharyanto, Poli ltilk Hukum, (Surakarta: Belbuku Publi lshelr, 2016), hlm. 2 
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PENERAPAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH DI PAPUA” 

1.2. Rumusah Masalah 

Rumusan pelrmasalahan hukum yang dapat dilsusun belrdasarkan latar 

bellakang yang tellah dilurailkan dilatas adalah selbagail belrilkut: 

1. Bagailmana poliltilk hukum pelnelrapan silstelm nokeln dalam pelmillilhan 

kelpala daelrah dil Papua? 

2. Bagailmana melkanilsmel silstelm nokeln dalam pelmillilhan kelpala daelrah 

dil Papua? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan pelmapaparan latar bellakang dil atas dan pelrmasalahan yang 

tellah dil rumuskan, maka tujuan pelnelliltilan ilnil adalah : 

1. Untuk melngeltahuil dan menganalisis l melngelnail dasar-dasar atau poliltilk 

hukum telrkailt pelnelrapan silstelm nokeln dalam pelmillilhan kelpala daelrah 

dil Papua. 

2. Untuk melngeltahuil dan menganalisis nganali sis melngelnail melkanilsme konsep l 

kkkkksilstelm nokeln dalam pelmillilhan kelpala daelrah  dil Papua. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Belrdasarkan pokok-pokok pelmbahasan pelnelliltilan yang tellah dil paparkan 

dan dil rumuskan pelrmasalah dil atas, maka pelnelliltilan ilnil dil harapkan melmbelrilkan 

kelgunaan selbagail belrilkut : 

a. Kelgunaan Teloriltils 
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Pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat melmbelrilkan sumbangan pada 

khasanah kelillmuan dan melmbelrilkan pelmahaman melngelnail dasar-dasar 

atau poliltilk hukum telrkailt pelnyellelnggaran pelmillilhan kelpala daelrah 

yang melnggunakan silstelm nokeln dil Papua selrta konstiltusilonaliltas 

pelnelrapan pelmillilhan delngan melnggunakan silstelm nokeln. 

b. Kelgunaan Praktils  

Selcara praktils pelnelliltilan ilnil dil harapkan dapat melmpelrbanyak 

wawasan illmu pelngeltahuan pelnulils daril selbuah karya illmilah, khusus 

nya dalam tugas akhilr ilnil. Dil mana pelnelliltilan ilnil melrupakan sarana 

yang bailk dalam melnelrapkan illmu yang tellah dil pelrolelh sellama 

mellaksanakan mata kulilah yang tellah dil selmpurnakan dalam pelnulilsan 

ilnil delngan delmilkilan dapat juga melmbelrilkan sumbangan yang nyata 

belrupa konselp dan pelmilkilran telrhadap pelmelrilntah,  akadelmilsil, dan 

juga masyarakat. 

1.5. Keaslian Penelitian 

No Peneliti 

Sebelumnya 

Judul 

Penelitian 

Fokus 

Pembahasan 

Korelaasi 

Dengan 

Penelitian Ini 

1 Dilkttol 

Uopmabiln 

Pelnelrapan 

Silstelm Nokeln 

Dalam 

Pellaksanaan 

Pillkada Dil 

Fokus pelmbahasan 

pada 

pelnelliltan/skrilpsil 

ilnil yailtu telrkailt 

pelnelrapan silstelm 

Skrilpsil ilnil 

belrmanfaat bagi l 

pelnulils 

melngelnail 

pelnelrapan silstelm 



10 

 

 

 

Dilstrilk Bomella 

Kabupateln 

Yahukilm 

Provilnsil Papua 

Tahun 2015 

nokeln dalam 

pellaksanaan 

pelmillilhan kelpala 

daelrah dil dilstrilk 

Bomella, pelran Bilg 

Man (kelpala suku) 

dalam silstelm 

nokeln selrta 

kelndala-kelndala 

yang ada pada 

pelnelrapan silstelm 

nokeln dalam 

pellaksanaan 

pelmillilhan kelpala 

daelrah. 

nokeln dalam 

pelmillilhan kelpala 

daelrah dil Papua, 

yang kelmudilan 

dapat dilanalilsils 

belrdasarkan 

pelraturan 

pelrundang-

undangan yang 

telrkailt dan 

belrlaku. 

2 Melthodilus 

Kossay 

Pelmillu Silstelm 

Nokeln Dalam 

Delmokrasil 

ILndonelsila (Studil 

Kasus dil 

Kabupateln 

Jayawiljaya 

Provilnsil Papua) 

Fokus pelmbahasan 

pada 

pelnelliltan/skrilpsil 

ilnil yailtu telrkailt 

pelnelrapan silstelm 

nokeln dalam 

pelnyellelnggaraan 

Pelmillu dil 

Kabupateln 

Skrilpsil ilnil 

belrmanfaat bagi l 

pelnulils 

melngelnail 

kelselsuailan 

silstelm nokeln 

dalam pelmillu dil 

I Lndonelsila 

delngan asas-asas 
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Jayawiljaya 

Provilnsil Papua 

selrta kelselsuailan  

silstelm nokeln 

dalam pelmillu dil 

ILndonelsila delngan 

asas-asas 

Pelmillilhan umum. 

Pelmillilhan umum 

selhilngga dapat 

dilanalilsa 

melngelnail 

lelgaliltas ataupun 

konstiltusilonaliltas 

daril pelnelrapan 

silstelm nokeln dil 

I Lndonelsila. 

  

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jelnils Pelnelliltilan 

Jelnils pelneliltilan yang dilgunakan dalam pelnelliltilan ilnil yailtu 

pelnelliltilan hukum normatilf, yang melrupakan pelnelliltilan hukum 

kelpustakaan yang melngkajil atau melnelliltil bahan-bahan pustaka atau data 

selkundelr yang melnjadil bahan dasar untuk diltelliltil delngan cara diladakan 

selbuah pelnelmuan telrhadap pelraturan pelrundang-undangan selrta liltelratur 

yang belrkailtan delngan pelrmasalahan yang akan diltelliltil.16 Pelnelliltilan 

normatilf dilpillilh delngan melmpelrtilmbangkan aturan yang belrlaku dil 

ILndonelsila selhilngga dapat dilgunakan selbagail dasar pelnelrapan silstelm nokeln 

dalam pelmillilhan kelpala daelrah dil Papua, maka daril iltu delngan 

 
16 Soelrjono Soelkanto dan Sri l Mamudjil, Pelnelliltilan Hukum Normati lf, (Jakarta: Rajawalil 

Pelrs, 2001), hlm. 13-14 
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melnggunakan jelnils pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat melnjawab 

pelrmasalahan yang tellah dilpaparkan dilatas. 

1.6.2. Meltodel Pelndelkatan 

Belrdasarkan jelnils pelnelliltilan yang dilgunakan olelh pelnulils, 

pelndelkatan yang dilgunakan dalam melnunjang pelnelliltilan ilnil adalah 

melnggunakan pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel approach) delngan 

melnellaah relgulasil atau pelraturan pelrundang-undangan yang telrkailt delngan 

ilsu hukum yang akan dilbahas (diltelliltil),17 selrta pelndelkatan hilstorils 

(hilstorilcal approach) yang melrupakan pelnellaahan selrta sumbelr-sumbelr 

yang belrkailtan delngan ilnformasil masa lampau yang dillakukan selcara 

silstelmatils.18 Pelndelkatan ilnil dilgunakan atau dillakukan untuk melnelliltil 

hukum posiltilf yang belrlaku melngelnail pelnelrapan silstelm nokeln dalam 

pelmillilhan kelpala daelrah dil Papua dan seljarah telrjadilnya pelmillilhan yang 

melnggunakan silstelm nokeln, selhilngga nantilnya dilharapkan dapat 

melnelmukan suatu jawaban daril  pelrmasalahan hukum yang ada. 

1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Prilmelr 

1) Undang-undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Telntang Pelrubahan Keldua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Telntang 

Pelmelrilntahan Daelrah. 

 
17 Muhai lmi ln, Meltodel Pelnelliltilan Hukum, (Mataram: Mataram Uni lvelrsilty Prelss, 2020) hlm. 

56-105 
18 Sril Ahryanto, Pelndelkatan Hi ltosils Dalam Studil ILslam, Jurnal ILlmi lah Studil ILslam, Vol. 17, 

No. 1 Delselmbelr 2017, hlm. 131 
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3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telntang Pelrubahan Keldua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2015 Telntang Pelneltapan 

Pelraturan Pelmelrilntah Pelnggantil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Telntang Pelmillilhan Gubelrnur, Bupatil, Dan Walilkota 

Melnjadil Undang-undang. 

4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Telntang Pelrubahan Keldua 

Atas Undag-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Telntang Otonomi l 

Khusus Bagil Provilnsil Papua 

5) Putusan Mahkamah Konstiltusil Nomor 47-48/PHPU-A-VILIL/2009 

6) Kelputusan Komilsil Pelmillilhan Umum Nomor : 810/PL.02.6-

Kpt/06/KPU/I LV/2019 Telntang Peldoman Pe llaksanaan 

Pelmungutan Suara De lngan Silstelm Noke ln / I Lkat Dil Provilnsil 

Papua Dalam Pe lmillilhan Umum Tahun 2019 

b. Bahan Hukum Selkundelr 

Data selkundelr melrupakan data yang belrsumbelr daril kelpustakaan 

dan dokumeln-dokumeln. Data selkundelr yang dilmaksud mellilputil 

liltelratur, buku, jurnal, artilkell, elnsilklopeldila dan dokumeln-dokumeln 

yang belrkailtan delngan pelrmasalahan yang akan diltelliltil. 

 

c. Bahan Hukum Telrsilelr 

Melrupakan bahan hukum pelndukung daril bahan hukum prilmelr 

dan selkundelr, selpelrtil halnya kamus hukum, kamus bahasa dan 

elnsilklopeldila yang belrkailtan delngan pelrmasalahan yang diltelliltil. 
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1.6.4. Telknilk Pelngumpulan Bahan Hukum 

Jelnils data yang dilkumpulkan dalam pelnelliltilan ilnil yailtu jelnils data 

selkundelr yang dildapatkan mellaluil studil kelpustakaan hukum, pelraturan 

pelrundang-undangan, artilkell, jurnal, buku. Pelngumpulan data telrselbut 

delngan melncaril dan melmbaca belrbagail relfrelnsil daril buku-buku telrkailt, 

jurnal dan pelndapat para ahlil untuk melnganalilsils delngan melncaril hal 

pokok pelntilng untuk data yang akurat.  

1.6.5. Meltodel Analilsils Bahan Hukum 

Analilsils data dapat dillakukan delngan cara melnellaah selluruh data-

data yang dildapatkan daril sumbelr bahan hukum. Dalam pelnelliltilan ilnil 

melnggunakan analilsils delskrilptilf, delngan melnganalilsa data yang 

dildapatkan yang kelmudilan dilrangkum selhilngga melnjadil suatu 

kelsilmpulan. Pelnelliltilan ilnil melngellompokkan data-data yang tellah 

dildapatkan dan melngurailkan kelmbalil ildel pokok pelmbahasan pelnelliltilan 

ilnil. Analilsils pada pelnellliltilan ilnil delngan cara mellaluil pelrbandilngan hukum, 

yang melmpelrhatilkan tata keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrlaku, selrta dilpellajaril dan dilanalilsils selhilngga dapat diljadilkan selbagail 

suatu pelmbellajaran melngelnail poliltilk hukum pelmillilhan kelpala daelrah 

silstelm nokeln selbagail modell pillilhan poliltilk masyarakat Papua. 
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